BAB IV

ANALISISHUKUM ISLAM TERHADAP PELAKSANAAN GADAI SAWAH
DIDESA UNDAAN LOR KECAMATAN KARANGANYAR KABUPATEN
DEMAK

A. Pelaksanaan Gadai Sawah di Desa Undaan Lor, Karanganyar, Demak
Berdasarkan Syarat dan Rukun
Secara terminologis dijelaskan bahwa gadatrf) adalah menjadikan

suatu barang sebagai jaminan atas utang, dengantkat bahwa apabila
terjadi kesulitan dalam pembayarannya maka utasghet dapat dibayar dari
hasil penjualan barang yang dijadikan jaminan tersSelanjutnya
dijelaskan pula bahwa secara prinsipil, gadai negap satu sarana tolong-
menolong diantara sesama manusia dengan tanpa amapgan adanya
imbalan jasdAkad gadai dalam hal ini dilaksanakan dengan akakblp
pinjam-meminjam dengan disertai barang jaminan ybeagungsi sebagai
penjamin atas utang yang diambil, dan bukan untulengambil
manfaat/keuntungan dari barang jaminan tersebut.

Berdasarkan pada konsep tersebut, baik secarantdagis maupun
secara prinsipil dapat penulis pahami bahwa dalampbklaksanaan gadai
sawah di desa Undaan Lor, Kecamatan Karanganyadoupgéten Demak
tersebut telah terjadi kekeliruan penafsiran, yattaiam hal pemanfaatan

marhunyang dilaksanakan olehurtahin(pemberi utang).
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Berdasarkan data yang penulis peroleh bahwa peladsaakad gadai
sawah yang di laksanakan di desa Undaan Lor dgrirs&un gadai para
pihak yang melaksanakan akad tersebut sudah memerum gadai yang
sesuai dengan hukum Islam, karena dalam pernyataabahwa pemilik
sawah/rahin menyerahkan barang gadai (sawah) sebagai agun&epgada
penerima gadairhurtahin,sedangkamahin telah menerima utang/ uang dari
penerima gadamurtahin.

Kemudian terkait dengan orang yang berakad daldakgemnaan yaitu
antararahin(orang yang memiliki barang/benda) denganrtahin (orang
yang menerima barang) wajib melaksanakan akad yalap disepakati
bersama yaitu memberikan barang gadai danin dan menerima barang
gadai darrahin yaitu murtahin.Sehingga akad tersebut dapat berjalan dengan
lancer tanpa ada kendala atau masalah yang dilzargkak yang berakad.

Sedangkan mengenai obyek akadnymalfallul ‘agd dalam
pelaksanaan akad gadai sawah yang dilakasanaldesaiUndaan Lor yaitu
berupa sawah yang dimiliki oleRahin (pemberi gadai) yang kemudian
diserahkan kepada pihakurtahin (penerima gadai), sedangkan rahin sendiri
menerima utang damurtahinyang berupa uang. Dalam pelaksanaan gadai
sawah di desa Undaan Lor masyarakat yang terlieatyerahkan sepenuhnya
barang gadai (sawah) dan utang (uang) kepada pivax melakukan akad

gadai yang sesuai dengan rukun gadai dalam hukam.Is



Kemudian berkaitan dengan syarat gadai penulis apailklan data
dari pelaksanaan gadai yang dilaksanakaan di desdadd Lor bahwa
Syaratbagiaqid dalam pelaksanaan akad gadai iadfid harus memiliki
kecakapan ghliyah),> maksudnya ialah orang yang cakap untuk melakukan
suatu perbuatan hukum sesuai dengan ketentuarasyskam, yaitu berakal
dan baligh.Selain itu, aqgid tidak berstatus dalaengampuan nfahjur
‘alaih).Bahwa dalam hal praktek gadai sawah tersebuksditeekan oleh
rahin danmurtahiryang memiliki kecakapan baik dari segi fisik mauiami
segi mental.Serta lahan sawah yang digunakan Sejsasgi@an merupakan

lahan milikrahin sendiri.

Berkaitan dengan Barang yang diakadkan bahwa dpklaksanaan
gadai yang dilaksanakan di desa Undaan Lor pemodindapatkan bahwa
pelaksanaan gadai harus ada jaminan yang berérijelas dalam serah
terima.Bahwa orang yang menggadaikan wajib meniarabarang jaminan
kepada yang menerima gadai.Berkenaan dengan syamgt melekat pada
marhun/rahnpara ulama menyepakati bahwasanya yang menjaditsyamng
harus melekat pada barang gadai merupakan syargtbgalaku pada barang
yang dapat diperjual-belikan, dalam praktek gadavah tersebumarhun
yang dimaksudkan ialah berupa sawah. Sementayaitg berkaitan dengan

marhun bihiini harus merupakan barang yang dapat dimanfaataabila
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marhun bihiini tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak dianggalp.Selain itu,
marhun bihi haruslah merupakan barang yang dapat dihitung jungkg

dalam praktek gadai tersebuarhun bihinya berupa uang.

Berkenaan dengama’qud ‘alaih tersebut, baikmarhun (sawah)
maupun marhun bih langsung ada pada saat akad dilaksanakan.Yakni
penyerahan uang damurtahinsecara langsung, dan penyerahan sawah secara

lisan olehrahin.

Shigat yang dimaksudkan dalam pelaksanaan gadai sawasbtérs
ialah berupa ucapan si penggadai yang berbunyya“smdaikan sawah di
wilayahA dengan luas sekian”, yang kemudian dilawangan ucapan dari
Si penerima gadai n{urtahin yang berbunyi: “saya terima gadai
sawahnya®Shigat ini yang dilaksanakan olehahin dan murtahin dalam

pelaksanaan praktek gadai sawah di desa Undaan Lor.

Akan tetapi, kerancauan justru timbul dalam kesafzak yang terjadi
diantararahin dan murtahin, dimana ketika shigat keduanya menyepakati
adanya ketentuan yang menyatakan bahwa seleahan belum dapat
mnegembalikan pinjaman yang diambilnya, maka selamapula hak
kepemilikan dan hak penguasaan atas lahan sawaldjjaminkan berpindah

ke tanganmurtahin. Hal ini bertentangan dengan syasdtigat akad yang

“Wawancara dengan P. Abdul Khamid (Bag.Humas BKMjppanggal 11 September 2013 Bab
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menyatakan bahwahigat yang terdapat dalam akad gadai tidak boleh
digantungkan rou’allag) dengan syarat tertentu yang bertentangan dengan
substansi akad gadarafin).Sementara itu secara substansial dapat kita
ketahui bahwa akad gadai ini merupakan suatu kegiatenjadikan suatu
barang sebagai jaminan atas utang, dengan ketebalama apabila terjadi
kesulitan dalam pembayarannya maka utang terseipat diibayar dari hasil
penjualan barang yang dijadikan jaminan tersebhin8ga jelas kemudian
kita ketahui bahwa fungsi harta benda (dalam haawah), hanyalah sebagai
penajmin saja, bukan obyek yang dapat diambil pémasen atasnya oleh
murtahin, karena dalam hal ini hakurtahin hanya mempunyai hak utnuk
menahamarhun(lahan sawah), sementara hak kepemilikan @@Hhundan

manfaatnya tetap berada ditangahin.

Selain itu, persyaratan lahan sawah yang dilakukéeh murtahin juga
bertentangan dengan fungsi gadai yang merupakamasatiolong-menolong
antara sesama umat muslim (khususnya), umunyarbagusia, dengan tanpa
adanya imbalan jasa. Berdasarkan penjelasan dlatsg penulis analisa bahwa
praktek gadai sawah yang dilaksanakan di desa Wnidag Kec. Karanganyar,
Kab. Demak tersebut tidak sah karena ada salahbagian dari rukun gadai itu

sendiri yang mengalami kerusakan, dalam hal innyskigat akad.

B. Pelaksanaan Gadai Sawah di Ds. Undaan Lor Kec. Karanganyar Kab.

DemakBer dasar kan Hak dan Kewajiban Rahin dan Murtahin



Menurut penulis terhadap permasalahan yang tegada pelaksanaan
gadai yang dilaksanakan di Desa Undaan Lor terseimrupakan ketentuan
khusus dalam praktek gadai yang termasuk dalanarkaje dengan hak dan
kewajiban para pihak yang melakukan akad gadai Isaamatara pihak yang
menggadaikanRahin dan yang menerima barang gadsliuftahin), sehingga
para fugaha menyatakan dalam kaitannya arRatain dan Murtahin terhadap
hak dan kewajibannya dengan barang gadai tersebut.

Berdasarkan data yang penulis dapat dari lapangaerdapat bahwa
gadai itu berkaitan dengan keseluruhan hak padmbarang digadaikan itu dan
dengan sebagiannya. Yakni, jika seseorang mendgadasejumlah barang
tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, malsglkeihan barang gadai
masih tetap berada di tangan penerima gadai hinggenenerima haknya
keseluruhar.

Sebagian fugahaberpendapat bahwa barang yang tedsgh berada di
tangan penerima gadai hanya sebagiannya saja.‘$ekmisar hak yang belum
dilunasi.Jumhurfugaha beralasan bahwa barang tersebut tertahan sesuatu ha
karena itu setiap bagian dari hak tersebut hamigh&n juga.lni serupa dengan

tertahannya harta warisatirkah).
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Sedang golongan kedua mengemukakan alasan bahelarkdsann barang
itu tertahan oleh keseluruhan hak, karena itu sebdmarang terebut tertahan oleh

sebagian hak itu, dan ini serupa dengan tangguthgéaial).®

Berkenaan dengan penelitian yang telah Penulis klakumengenai
pelaksanaan gadai sawah yang dilakukan di desaadndar, terhadap adanya
pemanfaataimmarhun (sawah)olehmurtahin (penerima gadai) dengan dikaitkan
dengan hak dan kewajibanurtahin (penerima gadai) yang dijelaskan diatas,
bahwa simurtahin tidak berhak untuk memanfaatkan barang gadai yasigid
berupa sawamgarhur), murtahinhanya sekedar menahan barang gadai selama si

rahin (pemberi gadai) melunasi utang yang diterimanyardartahin.

Menurut Hanafiahmurtahintidak boleh mengambil manfaat atasrhun
dengan cara apa pun kecuali atas rainin. Hal tersebut dikarenakanurtahin
hanya memiliki hak menahamarhunbukan memanfaatkannya. Apabiiahin
memberikan izin kepadmurthin untuk memanfaatkamarhun, maka menurut
sebagian Hanafiah, hal itu dibolehkan secara mus\&ian tetapi, sebagian dari
mereka melarang secara mutlak, karena hal tersedmasuk riba atau
menyerupai riba. Menurut Malikiyah, apabilehin mengizinkan kepada
murtahin untuk memanfaatkanmarhun, atau murtahimmensyaratkan boleh
mengambil manfaat maka hal itu dibolehkan, apaliéagnya karena jual beli

atau semacamnya. Akan tetapi, apabila utangnyan&aadh (salaf) maka hal
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itu tidak diperbolehkan, karena hal tersebut teukastang yang menarik
manfaat. Syafi'iyah secara global sama pendapatieyggan Malikiyah, yaitu
bahwamurtahin tidak boleh mengambil manfaat atas barang yangddigan.

Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi SAW yang ditkan oleh Abu Hurairah

bahwa Rasulullah SAW bersabda:
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Artinya “Dari Abu Hurairah Radliyallaahu 'anhu bahwa Rastiah Shallallaahu 'alaihi
wa Sallam bersabda: "Barang gadaian tidak menutupmiik yang
menggadaikannya, keuntungan untuknya dan keruggannyenjadi
tanggungannya."(HR. Daruquthni dan Hakim denganapéperawi yang
dapat dipercaya. Namun yang terpelihara bagi AbwbDd dan lainnya hadits

itu mursal)’

Apabila murtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang
merugikan kepadaahin, misalnya tambahan manfaatarhun untuk mrtahin,
maka menuruigaul yang azhar dikalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai

menjadi bataf.

Dan mendasar dari pendapat pada hadist Rasulug y¥ang menyatakan
bahwa dalam bentuk apapun, hal yang menuju ke dalztu keadaan yang
menunjukan tindakan riba, ini tidak boleh ditolesiarHadist tersebut sebagai

berikut:
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Artinya : “Dari Ali r.a., ia berkata: Rasulullah, telah bergaa; setiap mengutangkan

yang menarik manfaat termasuk riba”. (H.R. Harigt b'samah)?

Dan apabilamurtahin mensyaratkan dalam akad utang piutang hal-hal yang
merugikan kepadaahin, misalnya tambahanatau manfaat barang gadai utnuk
murtahin, maka menurut penulis bersumber dari pendagail yang azhar di
kalangan Syafi'iyah, syarat dan akad gadai merpathl. Hal ini didasarkan kepada

hadist yang berbunyi yang artinya,

“Berkata Ibnu Umar atau Umar: Setiap syarat yangrteatangan dengan
kitab Allah maka hukumnya batal, walaupun menetap@ratus syarat(H.R. Al-

Bukhari).

Hanabilah berpendapat, untuk barang gadai selamatdng, yang tidak
memerlukan biaya (makan), seperti rumah, barangAgadan lain-lainmurtahin
tidak boleh mengambil manfaatkecuali dengan persatuahin. Hal itu dikarenakan
barang gadai, manfaat, dan pertambahannya merupak&nrahin, sehingga orang
lain tidak boleh mengambil tanpa persetujuannyaabfp rahin mengizinkan

murtahin untuk mengambil manfaat tanpa imbalaitwddh), dan utangnya
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disebabkamard makamurtahintidak dibolehkan mengambil manfaatnya, karena hal
tersebut berarti utang yang menarik manfaat, dahukumnya haram. Untuk barang
gadai yang berupa binatamgurtahinboleh mengambil manfaatnya, apabila binatang
tersebut termasuk jenis binatang yang dikendamai aiperah. Hal itu sebagai —
engganti biaya yang dikeluarkan untuk binatangetars walaupunrahin tidak

mengizinkannya.

Berkenaan dengan pendapat ulama diatas Penulisimpmigan bahwa
pelaksanaan gadai sawah yang dilaksanakan di Dedaald Lor, tidak sesuai dengan
hukum islam yang disepakati oleh ulama figh/jumtugraha, karena akad dan syarat
yang ditempuh olehahin danmurtahintidak lengkap dengan syarat dan rukun gadai,
sedangkan hak dan kewajiban antaiain dan murtahinyang disini khusus bagi si
murtahin bahwa simurtahin tidak boleh menggunakan atau memanfaatkan barang
gadai (sawah) yang dilakukan oledhin dan murtahindi desa Undaan Lor karena
dalam akad gadai tersebut tidak diucapkan oleh pangadai fahin) sehingga
apabila simurtahin memanfaatkan barang gadai tersebutakin harus mengambil
kembali barang gadai itu, karermaurtahinhaknya hanya menahan barang gadai itu,

bukan memanfaatkan barang gadai tersebut.



